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KEBIJAKAN KEANTARIKSAAN CHINA DALAM APSCO

A. Laporan Aktivitas Keantariksaan China Tahun 2000

Merupakan hal yang diakui bersama bahwa China merupakan salah satu negara yang
memiliki keunggulan perkembangan ekonomi yang tinggi pada abad ke 21 ini.
Perkembangan ekonomi China sangatlah pesat. Pesatnya perkembangan ekonomi negara
tersebut membawa banyak perubahan, salah satunya adalah turut berkembangnya
pengembangan teknologi China, khususnya teknologi keantariksaan.

Dengan mengembangkan kemampuan teknologi keantariksaannya, China pun
mendapat kemampuan tambahan disamping kemampuan dari perkembangan
ekonominya. Kemampuan tambahan ini tentu dimanfaatkan sebagai salah satu kekuatan
negara oleh China, pemanfaatan tersebut terlegitimasi pada hadapan publik dengan
adanya Laporan aktivitas keantariksaan China pada Tahun 2000.

Laporan aktivitas keantariksaan China tahun 2000 ini dianggap sebagai pernyataan
publik pertama yang dikeluarkan oleh pihak pemerintahan yang dapat menjelaskan
dengan sendirinya betapa penting program keantariksaan bagi China. Melalui laporan ini,
China menyatakan betapa pentingnya program keantariksaan bagi Negara berjumlah
penduduk terbesar di dunia itu.

Laporan ini merupakan acuan yang kuat untuk mengidentifikasi orientasi kebijakan
luar negeri keantariksaan China. Pada pembukaannya disebutkan bahwa China selama
kurun waktu sejarah telah menjadi pelopor bagi hal-hal besar yang bermanfaat bagi
dunia, sebagai contohnya adalah sebagai pelopor penemu bubuk mesiu dan juga sebagai

pencatat pertama akan adanya supernova. Suzuki Kazuto dalam penelitiannya yang



mencari tahu mengenai adanya kompetisi kepemimpinan antara program keantariksaan
China dan Jepang, mengatakan bahwa yang membuat laporan aktivitas keantariksaan ini
special adalah adanya penekanan pada program-program aplikasi. Sebelum tahun 2000,
China belum banyak berinvestasi dalam teknologi aplikasi, pemerintah China berusaha
mendapatkan teknologi satelit aplikasi dari produsen asing. Namun, pembatasan kontrol
ekspor AS, yang dikenal dengan International Traffic in Arms Regulation (ITAR),
menempatkan teknologi satelit dan antariksa sebagai barang yang dikontrol berdasarkan
Daftar Munisi. Hal ini berarti bahwa ekspor satelit buatan AS, serta satelit yang dibuat
dengan komponen dan komponen yang diproduksi di AS, perlu disetujui oleh
Departemen Luar Negeri AS dan disesuaikan dengan kepentingan politiknya. Karena
daya saing teknologi antariksa yang dimiliki AS, hampir tidak mungkin bagi produsen
non-AS untuk menghindari penggunaan komponen dan komponen yang berasal dari AS,
dan oleh karena itu pembatasan ITAR, pada dasarnya, adalah bentuk dari “pengasingan”
China dari pasar teknologi keantariksaan internasional. Dengan demikian, pemerintah
China sadar bahwa mereka harus berinvestasi dalam teknologi aplikasi dalam negeri
untuk memenuhi permintaan akan infrastruktur dan layanan berbasis antariksa.*
Dalam laporan aktivitas keantariksaan China tahun 2000 ini, terdapat beberapa
poin yang menjelaskan situasi dan kondisi program-program keantariksaan China dan

arahnya di masa depan. Arah tersebut berpegang pada prinsip-prinsip berikut :

1. Mengikuti prinsip pembangunan jangka panjang, stabil dan berkelanjutan serta
dapat membuat pengembangan kegiatan keantariksaan yang bisa berkontribusi
dalam melayani strategi pembangunan negara yang komprehensif. Pemerintah

China sangat mementingkan peran penting kegiatan keantariksaan dalam

1 Suzuki, Kazuto. 2012. The Leadership Competition Between Japan and China in the East Asian Context dalam
International Cooperation for the Development of Space oleh Langdon Morris. An Aerospace Technology
Working Group Book. HIm. 251.



menerapkan strategi revitalisasi negara dengan sains dan pendidikan dan
pembangunan berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi, keamanan nasional,
pengembangan sains dan teknologi dan kemajuan sosial. Pengembangan kegiatan
keantariksaan didorong dan didukung oleh pemerintah sebagai bagian integral
dari strategi pembangunan komprehensif negara.

Menegakkan prinsip independensi, kemandirian dan secara aktif mempromosikan
kerjasama. China akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk selalu
membuat terobosan baru dalam teknologi keantariksaan. Secara bersamaan juga
dapat berkontribusi pada kerjasama internasional dan pertukaran informasi di
bidang teknologi keantariksaan dengan prinsip saling menguntungkan.
Melakukan terobosan di bidang-bidang utama sesuai dengan situasi dan kekuatan
nasional. Aktivitas kantariksaan yang dilakukan China adalah untuk memenuhi
tuntutan mendasar dari dorongan oleh adanya modernisasi.

Mengutamakan manfaat sosial dan ekonomi dari program keantariksaan dan
selalu menjunjung perkembangan teknologi yang mandiri. China akan berusaha
untuk melakukan pengembangan tersebut secara ekonomis dan efisien sehingga
dapat mewujudkan integrasi kemajuan teknologi dan secara bersamaan mencapai
rasionalitas ekonomi.

Berpegang pada perencanaan terpadu, kombinasi pembangunan jangka panjang
dan pembangunan jangka pendek, penggunaan wahana antariksa dan peralatan
darat yang terkoordinasi. Pemerintah China akan selalu mengembangkan
teknologi keantariksaan dan pengaplikasiannya melalui perencanaan terpadu dan
pengaturan yang rasional dalam rangka mempromosikan pengembangan program

keantariksaan yang komprehensif dan terkoordinasi.



Dan dalam prioritas wilayah kerjasamanya, China dalam laporan keantariksaan di

tahun 2000 tersebut menyebutkan :

1.

Secara aktif meningkatkan kerja sama multilateral dalam teknologi dan aplikasi
antariksa di kawasan Asia Pasifik, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi
regional dan pemantauan bencana alam dan alam dengan teknologi keantariksaan.
Mendukung perusahaan keantariksaan China untuk berpartisipasi dalam layanan
peluncuran komersial antariksa internasional sesuai dengan prinsip kesetaraan
dan keadilan.

Memberikan dorongan untuk menggunakan teknologi keantariksaan China
yang siap digunakan untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara
berkembang lainnya dan memberikan layanan kepada negara-negara yang bekerja
sama atas dasar kepentingan untuk saling menguntungkan.

Mendukung kerjasama dalam pemantauan lingkungan bumi, eksplorasi

lingkungan antariksa. Serta studi banding ilmu gravitasi, fisika dan astronomi.?

Sebagai tambahan, dalam laporan keantariksaan tahun 2000 ini, China menyebutkan

keturutsertaannya dalam kerjasama keantariksaan internasional dari tahun 1970, hal

tersebut dibagi menjadi 4 (empat) :

Kerjasama Bilateral : Sejak tahun 1985, China telah menandatangani
perjanjian kerjasama, protokol atau memorandum antar-pemerintah atau antar-
lembaga, dan membentuk hubungan kerja sama jangka panjang dengan selusin
negara, termasuk Amerika Serikat, Italia, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang,
Swedia, Argentina, Brasil, Rusia, Ukraina dan Cile. Kerjasama antariksa

bilateral dilaksanakan dalam berbagai bentuk, mulai dari membuat program

2 Govt. White Papers. Information Office of the State Council of the People's Republic of China. Beijing.
2000. http://www.china.org.cn/e-white/8/index.htm Diakses 22 Februari 2017.
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antariksa dan pertukaran ilmuwan dan spesialis, dan simposium sponsor, untuk
bersama-sama mengembangkan bagian satelit atau satelit, dan menyediakan
layanan piggyback® satelit dan layanan peluncuran komersial ;

- Kerjasama Regional : China sangat mementingkan kerjasama keantariksaan di
kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 1992, China, Thailand, Pakistan dan
beberapa negara lainnya bersama-sama menggerakan "Simposium Kerjasama
Teknologi Antariksa Asia Pasifik Multilateral.” Berkat dorongan kerjasama
regional tersebut, pemerintah China, Iran, Republik Korea, Mongolia, Pakistan
dan Thailand menandatangani *Memorandum of Understanding on
Cooperation in Small Multi-Mission Satellite and Related Activities" di
Thailand pada bulan April 1998. Selain negara penandatangan, negara-negara
lain di kawasan Asia-Pasifik juga dapat bergabung dalam proyek kerjasama
tersebut, agar dapat membantu meningkatkan kemajuan teknologi dan aplikasi
antariksa di kawasan Asia Pasifik.

- Kerjasama Multilateral : Pada bulan Juni 1980, China mengirim delegasi
pengamat ke Pertemuan ke-23 COPUOS PBB untuk pertama kalinya, dan
pada tanggal 3 November 1980, China menjadi negara anggota komite
tersebut. Sejak saat itu, China telah berpartisipasi dalam semua pertemuan
COPUOS PBB dan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Sub Komite
Sains, Teknologi dan Hukum. Pada tahun 1983 dan 1988, Cina menyetujui
"Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and
Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Objects," dan

telah benar-benar melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.

3 Piggyback : menumpang



- Layanan Peluncuran Komersial : Sejak pemerintah China membuat deklarasi
pada tahun 1985 yang berisi pernyataan mengenai pelayanan internasional
kendaraan peluncur "Long March™ buatan China, sampai Oktober 2000, China
telah berhasil meluncurkan 27 satelit buatan asing, yaitu di Pakistan, Australia,
Swedia, Amerika Serikat, Filipina, serta pengguna independen non-negara.
Layanan kendaraan peluncuran "Long March" di pasar peluncuran satelit
internasional merupakan suplemen yang menguntungkan untuk peluncuran
satelit komersial internasional, dan telah menjadi pilihan baru bagi klien-klien
internasional.

Dari adanya poin-poin yang terdapat dalam laporan aktivitas keantariksaan China
tahun 2000 yang telah dipaparkan diatas, China memulai ambisinya untuk menjadi salah
satu negara spacefaring, laporan aktivitas keantariksaan tersebut bukanlah laporan satu-
satunya, di beberapa tahun mendatang pun terbit sejumlah laporan-laporan keantariksaan
yang isinya berdasarkan penerapan dari poin-poin yang ada di laporan aktivitas
keantariksaan tahun 2000 ini, namun laporan tahun 2000 ini tetap menjadi laporan yang
terpenting karena menjadi laporan aktivitas keantariksaa pertama yang dibuka pada

publik yang dijadikan batu pijakan dari aktivitas keantariksaan China yang mendatang.

B. Peran Serta China dalam Aktivitas APSCO

Dalam melaksanakan perannya di APSCO, China tentu berlandaskan kebjikan-
kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan alur yang telah ditentukan dalam Laporan
Aktivitas Keantariksaan China Pada Tahun 2000. Namun, karena belum ada sumber
yang secara khusus memberitakan tentang kebijakan China dalam keikutsertaannya di

APSCO, maka penulis disini memiliki inisiatif untuk menyelidiki kebijakan China dalam



APSCO melalui program-program APSCO dari awal pertemuan tingginya yaitu tahun

2008 hingga tahun 2016 yang tentunya melibatkan pemerintahan China.

Sebagai poin awal, perlu diketahui bahwa Gedung markas besar APSCO dibangun
sendiri oleh pemerintah China. Gedung dengan luas sebesar 4.600 meter persegi dan
dengan delapan tingkat ini terletak di Beijing, China. Pembangunannya merupakan
sumbangan dari pemerintah China sendiri. Renovasi bangunan serta peralatan dan

perabotan kantor juga diberi donasi secara finansial dari Pemerintah tuan rumah(China).

7

Gambar 2.1: Gedung markas besar APSCO yang terletak di Beijing, China.

Pertemuan Dewan APSCO pertama dijalankan pada tanggal 16-17 Desember 2008 di
Beijing, seluruh perwakilan dari negara penandatangan Konvensi APSCO hadir dalam
pertemuan tersebut, termasuk Indonesia. United Nations Economic And Social
Commission For Asia And The Pacific (UNESCAP) yang merupakan salah satu komisi

regional di bawah administrasi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) yang bertugas untuk *

4About APSCO.
http://www.apsco.int/AboutApscoS.asp?LinkNameW1=The Structure of APSCO&LinkCodeN=12. Diakses 1
Desember 2016.
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mendorong kerja sama ekonomi antara negara-negara anggotanya, hadir dalam

pertemuan tersebut sebagai pemantau.®

Berikut adalah beberapa fakta mengenai kebijakan-kebijakan yang ditentukan dalam
setiap pertemuan APSCO dan juga peran China dalam setiap formulasi program-

programnya.
1. Pertemuan Dewan APSCO Ke-1

Pada pertemuan pertama, sehubungan dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Dewan, Interim Sekretariat APSCO memberi informasi kepada para peserta pertemuan
mengenai presentasi yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Interim pada Rapat Kedua
Komite Ad-Hoc untuk Pengaturan Keuangan dan Peraturan Service, Yyang
diselenggarakan di Bangkok, Thailand dari 19 sampai 21 Agustus 2008, menyebutkan
bahwa kedua Rapat Dewan Interim dari APSCO yang dipimpin oleh Thailand, yang
diadakan pada bulan Oktober 2005 dan November 2006. Para delegasi dari Komite Ad-
Hoc sepakat bahwa untuk menjaga kesinambungan dalam proses pengambilan keputusan
dan memastikan pelaksanaan program yang relevan dari APSCO, Thailand terus
menjabat sebagai Ketua Dewan APSCO untuk jangka waktu dua tahun, setelah itu baru
akan dilakukan pemilu; dan dua Wakil Ketua akan dipilih oleh rotasi yang disesuaikan
secara urutan abjad dari negara anggota APSCO. Setelah jangka waktu dua tahun
pertama, Ketua dan Wakil Ketua Dewan akan dipilih oleh rotasi dalam urutan abjad
negara Anggota dari APSCO, dan tidak ada negara anggota dapat menempati lebih dari

satu posisi Ketua dan Wakil Ketua serentak. Prosedur ini harus memberikan kesempatan

SAbout APSCO.
http://www.apsco.int/AboutApscoS.asp?LinkNameW1=The Structure of APSCO&LinkCodeN=12. Diakses 1
Desember 2016.
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yang sama untuk setiap negara anggota untuk memiliki slot ini pada nanti ketika giliran

mereka menjabat.

Mengingat rekomendasi di atas, para peserta rapat dewan dengan suara bulat memilih

orang-orang berikut untuk posisi yang dipercayakan terhadap masing-masing individu :

1. Angsumal Sunalai, Wakil Sekretaris Tetap MICT, Thailand sebagai Ketua
Dewan APSCO

2. Kamrul Hasan, Sekretaris MOD, Bangladesh sebagai Wakil Pertama Ketua
Dewan APSCO

3. Sun Laiyan, Administrator dari CNSA, China sebagai Wakil Kedua Ketua
Dewan APSCO

Dalam pertemuan dewan yang pertama ini juga dihasilkan sejumlah proposal
mengenai program-program yang disetujui akan dilakukan oleh negara-negara anggota

organisasi, proposal-proposal tersebut adalah :

- Proposal Data Sharing Service Platform and Its Application Pilot (DSSP)

Proyek prioritas yang direkomendasikan oleh negara anggota berdasarkan usulan
rapat ini sepenuhnya mencerminkan kebutuhan mendesak aplikasi teknologi observasi
bumi di kawasan Asia Pasifik dengan menggunakan sumber daya yang ada dan
keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama organisasi antar negara anggota.

Dan karena program ini tampak kontroversial karena akan menyangkut data-data
pribadi dari negara anggota, demi mencegah ter ekspos nya data pribadi Negara, dewan
APSCO memutuskan bahwa akan menghormati kebijakan dari masing-masing Negara
mengenai akses ke data tersebut. Satelit yang digunakan dalam program ini merupakan
satelit dari China.

- Proposal The APSCO Applied High Resolution Satellite Project (APRS)



Sebuah proyek yang bertujuan untuk menggabungkan sumber daya yang ada di
antariksa (SDA) dan kapabilitas dalam sektor keantariksaan dari negara-negara anggota
APSCO (SDM) untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dalam pengembangan
teknologi keantariksaan dan penggunaannya mengenai data penginderaan jauh.

- Proposal Research on Atmospheric Effects terhadap Modelling
Pengaturan Pita Frekuensi Ka dan Modeling lonosfer Melalui Studi Propagasi
Gelombang Radio dan Proyek Aktivitas Matahari.

Bertujuan untuk mengembangkan model pengaturan pita frekuensi Ka® yang cocok
untuk negara-negara anggota dan membandingkannya dengan model yang dimiliki
International Telecommunication Union-Radio (ITU-R). Untuk penelitian dalam efek
atmosfer pada modelling ionosfer melalui Studi Propagasi Gelombang Radio dan
Kegiatan Matahari, tujuannya adalah untuk mengembangkan model ionosfer berdasarkan
data yang diukur dari gelombang radio pada frekuensi yang berbeda yang dipancarkan

dari ionosfer akibat aktivitas matahari yang berlaku di kawasan Asia-Pasifik

Yang membuat pertemuan dewan pertama ini menarik adalah dengan adanya surat
ucapan selamat dari Wakil Perdana Menteri China Zhang Dejiang mengenai
pembentukan APSCO yang mengatakan sebagai berikut :

“I would like to extend, on behalf of the Chinese Government, our warm
congratulations to  APSCO, and sincere welcome to the Esteemed Guests from all
countries at the Meeting.
APSCO is the first International Inter-governmental Organization in Asia-Pacific

Region which devotes the efforts to promote the regional space cooperation. Since the

6 Pita Frekuensi Ka : bagian dari band K dari band gelombang mikro dari spektrum elektromagnetik. Simbol ini
mengacu pada "K-atas": dengan kata lain, band ini langsung di atas K-band. Band 30/20 GHz digunakan dalam
komunikasi satelit, uplink baik dalam 27,5 GHz dan 31 GHz, [3] dan resolusi tinggi, jarak dekat menargetkan
radar kapal pesawat militer. Sumber : Ka Band. http://www.tech-fag.com/ka-band.shtml. Diakses 5 Desember
2016.
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Cooperative Initiative on Space Multilateral Cooperation in Asia-Pacific Region and the
Conception on the Establishment of APSCO were proposed jointly by China, Thailand
and Pakistan in 1992, the Governments of all countries have made concerted efforts with
sincere cooperation for the setting up of the Organization, and achieved substantial
results. | believe that APSCO will inevitably have far-reaching impact on the
development of space activities, and the promotion of space science and technology, as
well as the important role in deepening multilateral cooperation in Asia-Pacific Region.
The Chinese Government has all along regarded the space industry as an integral
part of the state’s comprehensive development strategy, and attached great importance
to the strengthening of international cooperation and exchanges. Being the Host
Government of APSCO, the Chinese Government will continue actively to support the
work of this Organization, and be willing to work with the Governments of all countries
to make new and even greater contributions in the aspects of expanding exchanges and
cooperation with all countries in Asia-Pacific Region in the fields of peaceful uses of
outer space; promoting regional space capability enhancement and the space industry
development; facilitating the regional economic and social development and prosperity,

and benefiting to the mankind.”

Ucapan selamat tersebut tentu merupakan hal yang menarik, selain karena China
sebagai tuan rumah menunjukan hal yang sangat ramah, China berusaha menunjukan
bahwa APSCO merupakan salah satu kendaraan yang dimiliki China dan negara anggota
APSCO, sebuah kendaraan yang jika dijalankan dengan baik akan memajukan China dan

negara-negara anggota organisasi.’

’Second Council Meeting of APSCO
http://www.apsco.int/AboutApscosS.asp?LinkNameW1=The Council of APSCO&LinkNameW2=The Second
meeting of the Council&LinkCodeN3=1702&LinkCodeN=16. Diakses 5 Desember 2016.



http://www.apsco.int/AboutApscosS.asp?LinkNameW1=The_Council_of_APSCO&LinkNameW2=The_Second_meeting_of_the_Council&LinkCodeN3=1702&LinkCodeN=16
http://www.apsco.int/AboutApscosS.asp?LinkNameW1=The_Council_of_APSCO&LinkNameW2=The_Second_meeting_of_the_Council&LinkCodeN3=1702&LinkCodeN=16

Dalam Pertemuan ini juga disetujui bahwa akan ada pengkajian mengenai pasal 18

Konvensi APSCO yang berisi mengenai Regulasi Keuangan Organisasi. Yang dimaksud

dalam pasal 18 ini adalah Regulasi Keuangan yang perlu diikuti oleh anggota organisasi

dan calon anggota organisasi.

Perkiraan anggaran tersebut adalah demikian :

Tabel 2.1 : Kontribusi Finansial Negara Anggota APSCO. Sumber : Sekretariat

APSCO (2008)

Nomor Negara Skala Kontribusi Finansial (Dalam
Anggota Dollar Amerika Serikat)

1 Bangladesh 2,38% 39.879

2 China 18,00% 302.221

3 Iran 14,99% 251.666

4 Mongolia 4,12% 69.186

5 Pakistan 4,68% 78.628

6 Peru 13,03% 218.777

7 Thailand 14,29% 240.005
Total 71,49% 1.200.362
Grand Total 100,00% 1.679.008
Defisit 28,51% 478.646

Tabel diatas menunjukan bahwa China adalah negara dengan pengeluaran biaya

terbesar diantara negara-negara anggota lainnya.




2. Pertemuan Dewan APSCO Ke-2

Gambar 2.2 : Pertemuan Dewan APSCO ke-2

Pertemuan kedua rapat dewan APSCO diselenggarakan di Beijing, China 17-18
Desember 2009. Para menteri terkait / wakil menteri dari sembilan negara anggota dan
penandatangan Konvensi APSCO menghadiri Rapat, yaitu Bangladesh, Cina, Indonesia,

Iran, Mongolia , Pakistan, Peru, Thailand dan Turki.

Sebelum pertemuan dewan yang kedua ini dimulai, patut kita ketahui bahwa pada
November 2009 Pemerintah China secara resmi menyerahkan gedung markas besar
APSCO yang terletak di Beijing kepada dewan sebagai bentuk donasi dan sebagai tanda

bahwa gedung tersebut siap untuk dioperasikan.

Pada pertemuan ini seluruh anggota rapat dewan berterima kasih kepada Pemerintah

Republik Rakyat China atas sumbangan sebesar 1 juta Dollar Amerika Serikat, serta



dukungan lain dalam bentuk sumber daya manusia untuk keseluruhan operasi APSCO di

tahun 2009. 8

Menanggapi pembicaraan yang dilakukan pada pertemuan dewan sebelumnya pada
tahun 2008, maka dalam pertemuan kedua ini anggota dewan sepakat bahwa rancangan
aturan tersebut, yaitu mengenai Peraturan Keuangan APSCO dan Peraturan Layanan dari
APSCO itu harus sementara dilaksanakan dan akan sangat mungkin untuk diamandemen
atas segala kekurangan sebelum persetujuan. Namun, diperlukan kehadiran dari seluruh
anggota dewan dari negara anggota untuk memberikan perubahan dalam aturan tersebut

dan menyetujuinya untuk dimasukan dalam pembahasan di rapat dewan berikutnya.

Keseluruhan dewan dalam rapat ini menyatakan harapann untuk melakukan studi
kelayakan pada Pusat Pendidikan melalui anggaran yang dibatasi. Rencana ini kemudian
dirumuskan menjadi “Development Plan for Education and Training Activities of
APSCO”. Yang juga akan melibatkan mengenai pendidikan ilmu keantariksaan melalui

proses pemilihan murid tertentu serta program pertukaran teknologi dan ilmuwan.

Selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan untuk
memprioritaskan rencana proyek dari rapat dewan pertama. Thailand akan memimpin
proyek "Research on Atmospheric Effects” ; China dan Turki akan memimpin "Asia-
Pacific Ground Based Satellite Observation System"”, dan China akan memimpin

"Applications of Compatible Navigation Terminal System".

Dewan sepakat untuk membentuk Komisi Audit sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Keuangan APSCO. Kemudian dewan mengakui persetujuan Program

Kolaborasi antara Thailand dan China untuk mendirikan Stasion Penerima Pemancar

8Role of APSCO in Space Cooperation in the Asia Pacific Region. http://www.un-
spider.org/sites/default/files/Session5 Role of APSCO in Space Cooperation in the Asia Pacific Region.pd
f. Him. 12. Diakses 5 Desember 2016
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Darat demi terbukanya pembagian data dan membaginya pada negara-negara anggota
APSCO melalui dari stasiun darat Thailand tersebut. Seluruh proposal program
keantariksaan yang disebutkan dalam pertemuan pertama dewan sudah mulai
dilaksanakan dan anggota dewan menyatakan kepuasannya berdasarkan laporan dari

sekretaris jendral APSCO.

3. Pertemuan Dewan APSCO Ke-3

THE THIRD MEETING OF THE COUNCIL OF
ASIA-PACIFIC SPACE COOPERATION ORGANIZATION (APSCO)
16-17 SEPTEMBER 2010
BEIJING, CHINA

Gambar 2.3 : Pertemuan Dewan APSCO ke-3

Pertemuan dewan APSCO vyang ketiga diadakan pada September 2010. Pada
pertemuan ini seluruh negara anggota hadir dan Mr. Thaneerat Siriphachana, Wakil
Sekretaris Tetap MICT, Thailand menjabat sebagai Ketua Dewan yang memimpin
pertemuan. Mr. MD. Abdus Samad, Anggota SPARRSO dan Menteri MOD,
Bangladesh, Mr Chen Qiufa, Wakil Menteri MIIT dan Administrator CNSA, China hadir
di rapat sebagai Wakil Ketua Dewan. Pada pertemuan ini juga dibahas mengenai
program pelatihan dan edukasi keantariksaan, sebuah proyek edukasi keantariksaan
ditetapkan dengan judul Small Student Satellite Project (SSS Project). Proyek SSS ini

dirancang untuk



nmengembangkan satelit kecil yang kegiatannya berfokus pada pelatihan praktis
pembuatan desain dan pengembangan satelit kecil. Proyek ini ditujukan sebagai
pelatihan siswa dari berbagai fakultas dari negara-negara anggota untuk dapat membuat
satelit sendiri melalui pelatihan praktis sampai pada tahap pembuatan satelit dari model
yang dipelajari pada selama pelatihan. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang signifikan untuk pengembangan sistem pendidikan teknologi

keantariksaan di masing-masing negara Anggota. °

Target dari Proyek SSS ini adalah menciptakan kelompok inti untuk Proyek tersebut
yang nantinya dapat membuat kesepakatan bersama untuk rencana pelaksanaan proyek
lainnya di masa depan. Para peserta proyek ini berbagi informasi tentang sumber daya
dan fasilitas yang tersedia di negara asal mereka, serta pengalamannya masing-masing.
Dalam perencanaannya, proyek ini akan melakukan kerjasama dengan sejumlah

universitas di China

Kemudian pada rapat dewan ini dewan mendorong Sekretaris Jenderal untuk bekerja
secara ekstensif dengan semua negara PBB untuk partisipasi mereka dalam APSCO dan
mengundang lebih banyak negara dan organisasi keantariksaan untuk menjadi pengamat
dalam pertemuan-pertemuan APSCO. Pembahasan ini kemudian menciptakan ketentuan

mengenai keanggotaan di APSCO. ¥

9 Second Council Meeting of APSCO

http://www.apsco.int/AboutApscosS.asp?LinkNameW1=The Council of APSCO&LinkNameW2=The Second
meeting of the Council&LinkCodeN3=1702&LinkCodeN=16. Diakses 6 Desember 2016.

102015. Introduction of APSCO-The Space Cooperation in Asia Pacific Region. Dalam pertemuan APRSAF yang
ke-22. Bali, Indonesia.
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Anggota Rekan Pengamat
Keanggotaan
Terbuka pada Terbuka pada Seluruh anggota PBB

seluruh negara

anggota PBB di Asia

seluruh negara

anggota PBB diluar

dan seluruh organisasi

internasional

Pasifik kawasan Asia
Pasifik
Memilik hak Mengikuti semua Tidak memiliki hak
suara penuh aktivitas organisasi suara
termasuk pertemuan
dewan
Partisipasi penuh Tidak memiliki Tidak ada kontribusi

hak suara dalam

pertemuan dewan

Membayar
kontribusi secara

penuh

Memiliki hak
suara dalam program

keantariksaan yang

diikuti

Berpartisipasi dalam
kegiatan yang disetujui
oleh dewan dengan biaya

sendiri

Bayar kontribusi

50%

Tabel 2.2 : Keanggotaan Dalam APSCO

Sebagai tambahan, dalam dokumen Financial Rules of APSCO yang berisi mengenai
kebijakan-kebijakan mengenai kontribusi yang harus dilakukan dan manajemen aset-aset

APSCO, disebutkan dalam Pasal 11 ayat 2 bahwa arsip akuntansi akan dikelola sesuai



dengan kondisi yang ditetapkan oleh negara tuan rumah, yaitu China, dan dengan

persetujuan Sekretaris Jenderal APSCO.

Dewan sepakat untuk menambahkan satelit telekomunikasi geostasioner dan juga
proyek SSS sebagai aktivitas tambahan yang dibuka bagi semua negara anggota untuk

berpartisipasi secara sukarela. Pasal 8 dari Konvensi berlaku untuk proyek ini.

4. Pertemuan Dewan APSCO Ke-4

Gambar 2.4 : Pertemuan Dewan APSCO ke-4

Rapat dewan APSCO yang keempat merupakan pertemuan yang cukup unik karena
sejak pertemuan dewan yang keempat ini lokasi pertemuan tidak lagi dilaksanakan di
markas besar APSCO. Rapat dewan APSCO yang keempat dilaksanakan di Pattaya,
Thailand pada Januari 2011 dihadiri dengan partisipan dari seluruh negara
penandatangan Konvensi APSCO. Dan kembali pada rapat keempat ini Mr. Thaneerat
Siriphachana, Wakil Sekretaris Tetap MICT, Thailand pada rapat ini menjabat sebagai
Ketua Dewan APSCO, dan Ms. Jirawan Boonperm, Sekretaris Tetap MICT, menjabat
Pembantu Ketua dari Rapat, dan Mr. Khondaer M. Asaduzzaman, Sekretaris MOD,

Bangladesh adalah Wakil Ketua.



Dewan menyetujui Skenario-1 (Sebuah solusi yang bermula dari keadaan yang ada
dalam pasar internasional yang membutuhkan adanya keterbukaan data dan ilmu, yang
berguna untuk memastikan kemungkinan pertukaran pengetahuan yang maksimum dan
pembangunan kapasitas kolaborasi negara anggota yang berpartisipasi) dari pelaksanaan
proyek APSCO yang sudah direncanakan mulai dari rapat dewan yang pertama yaitu
High-Resolution Satellite System harus memberikan prioritas kepada Negara Anggota
dari APSCO sambil mempertahankan keterbukaan kepada semua negara yang tertarik
dengan kontribusi anggaran dan / atau teknis, sesuai dengan persetujuan Dewan. Melalui
High-Resolution Satellite System negara-negara anggota APSCO akan mendapatkan

manfaat dalam sektor-sektor berikut:

1. Pemantauan hutan dan pertanian.
2. Pemantauan dan perhitungan bencana.
3. Eksplorasi mineral.!

Pada pertemuan ini dewan dengan suara bulat mengadopsi arahan yang diangkat dari
The Development Plan for Space Activities of APSCO dan menyatakan bahwa perubahan
lebih lanjut akan turut berkembang sesuai dengan berkembangnya inovasi teknologi.
Saran-saran dari negara anggota juga akan selalu dipertimbangkan. Rencana
pembangunan ini hendaknya ditinjau setidaknya sekali setiap dua tahun. Rencana
pembangunan ini merupakan arahan untuk merencanakan dan melaksanakan dasar dari
aktivitas tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 dari Konvensi APSCO untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Konvensi APSCO, dengan mengikuti
pedoman Kebijakan Industri sesuai Pasal 5 Konvensi APSCO yaitu dengan

mempromosikan kerjasama di bidang teknologi keantariksaan serta penerapannya,

11 High Resoultion Satellite System Program.
http://www.apsco.int/program.asp?LinkNameW1=APRS&LinkCodeN=84. Diakses 8 Desember 2016.
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penelitian ilmu pengetahuan antariksa dan capacity-building melalui pendidikan, dan

pelatihan di antara negara-negara anggota sesuai Pasal 6 konvensi APSCO.

Tabel 2.3 : Pasal-pasal kerjasama dan tujuan program APSCO.

Pasal

4 Mempromosikan dan memperkuat pengembangan kolaborasi
program antariksa antara negara anggota dengan mendirikan dasar
bagi kerjasama dalam aplikasi damai ilmu pengetahuan dan

teknologi antariksa

5 Menyusun kebijakan industri untuk memenuhi persyaratan dari
program dan kegiatan serta program kolaboratif dengan Negara
Anggota, dengan cara yang hemat biaya dan penerapan sistem

“fair-return”

7 Mengatur aktivitas dasar organisasi, yang harus didasari pada

kepentingan organisasi

8 Pasal 8 merupakan tambahan dari pasal 7. Organisasi akan
merekomendasikan dan mengatur penerapan ilmu keantariksaan
yang akan digunakan, program teknologi antariksa serta
penerapannya untuk diimplementasikan bersama oleh negara-
negara anggota, yang memilih untuk berpartisipasi dalam program

tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi APSCO dan peraturan yang
terkait, Ketua dan Wakil Ketua akan melakukan rotasi sesuai abjad setiap dua tahun.

Dengan penghentian Thailand sebagai negara ketua dewan, Bangladesh menjadi negara



ketua dewan dari tahun 2011 sampai awal tahun 2013 dengan Wakil Ketua dari China

dan Iran.

5. Pertemuan Dewan APSCO Ke-5

Gambar 2.5 : Pertemuan Dewan APSCO ke-5

Rapat dewan APSCO yang kelima diselenggarakan di Beijing, China pada September

2011 dan dihadiri oleh seluruh negara penandatangan Konvensi APSCO.

Mr. Khondaker M. Asaduzzaman, Sekretaris MOD, Bangladesh, dalam rapat ini
menjabat sebagai Ketua Dewan APSCO, sementara Mr Chen Qiufa, Wakil Menteri

MIIT dan Administrator CNSA, China menjabatWakil Ketua Dewan APSCO.

Tidak banyak hal yang berubah dalam pertemuan kelima ini, hal yang krusial adalah
salah satunya Dewan dengan suara bulat menyetujui Rekomendasi dari pertemuan
pertama Komite Keuangan yang berupa kebijakan finansial “floor” sebesar 3% dari total
kontribusi finansial yang dibutuhkan dan perhitungan kembali dari kontribusi keuangan

dari masing-masing negara Anggota.

Dewan memulai program High Resolution Satellite Project yang menghasilkan

ketentuan sebagai berikut :



1. Disepakati bahwa adanya penyokong stasiun kontrol darat diperlukan sebagai
redundansi penuh ke stasiun kontrol darat utama dengan konfigurasi yang sama seperti
stasiun control darat utama tersebut.

2. Disepakati bahwa fasilitas dari stasiun kontrol utama / penyokong darat dan
stasiun penerima sinyal yang digunakan dalam proyek APSCO merupakan asset milik
APSCO dimana pun mereka berada. Serta, Negara anggota diberi kebebasan mengatur
stasiun penerima mereka sendiri (s) untuk menerima data dari satelit, tetapi fasilitas ini
tidak dianggap termasuk dalam proyek. Juga Negara yang ditempati oleh stasiun-stasiun
dari proyek APSCO tersebut harus menjamin penggunaan gratis infrastruktur dan
keamanan selama 20 tahun bagi APSCO dan mendukung bantuan lainnya yang terkait

dengan isu. APSCO akan menutupi biaya operasional rutin. 1?

Dalam pelaksanaan program High Resolution Satellite Project, negara-negara anggota
APSCO didukung oleh program Small Multi-Mission Satellite yang sebelumnya sudah
dibangun oleh China, Iran, Republik Korea, Mongolia, Pakistan dan Thailand pada tahun
1998. Program ini bertujuan untuk dapat membantu meningkatkan kemajuan teknologi
dan aplikasi antariksa di kawasan Asia Pasifik. SMMS adalah satelit penginderaan jarak
jauh yang diinvestasikan dan diproduksi bersama oleh China dan Thailand. Program ini
berfungsi untuk untuk memantau lingkungan bumi, dan menerapkan teknologi
penginderaan jarak jauhnya untuk memprediksi satelit cuaca dan pemantauan bencana

dengan waktu yang cepat dan tinggi.*®

Untuk mengatur dan mempromosikan penggunaan SMMS data di antara negara-

negara anggota (APSCO), ditetapkan kebijakan penggunaan data sebagai berikut:

12 APSCO Applied High Resolution Satellite Project
http://www.apsco.int/program.asp?LinkNameW1=APRS&LinkCodeN=84. Diakses 10 Desember 2016.

13 Small Multi-Mission Satellite. https://www.globalsecurity.org/space/world/china/smms.htm. Diakses 20
September 2017.
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1.1.Pemerintahan China bertanggung jawab penuh atas program SMMS.

1.2.Negara-negara Anggota APSCO didorong untuk menggunakan data
penginderaan jarak jauh SMMS untuk memaksimalkan kapabilitas satelit.
Pemerintah China bersedia memberikan dukungan dan layanan dalam
penggunaan aplikasinya.

1.3.Berdasarkan prinsip "penggunaan damai”, data penginderaan jarak jauh yang
disediakan SMMS hanya boleh digunakan untuk permasalahan bencana alam,
program-program kerjasama APSCO, dan program nasional serta regional
yang berhubungan dengan edukasi.

1.4.Negara-negara Anggota APSCO dapat berdiskusi dengan Pemerintahan China
mengenai pengembangan pembangunan program SMMS. Negara-negara
anggota APSCO juga dapat mengirimkan permohonan ke Cina ketika mereka
memerlukan pencitraan dan gambar wilayah nasional mereka masing-masing
jika memerlukan penggunaan SMMS.

Data mengenai kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam pertemuan-pertemuan
APSCO hanya dibatasi sampai pertemuan ke-5. Dalam rangkuman pertemuan-pertemuan
selanjutnya, APSCO tidak menyediakan rincian-rincian kebijakan yang diformulasikan
atau ditetapkan dalam pertemuan-pertemuannya, hanya berupa laporan struktur acara dan

ucapan-ucapan pembukaan.

Di akhir rapat, dilakukan penandatanganan perjanjian antara CNSA (China National
Space Administration) dan APSCO mengenai rencana kerjasama pengembangan
pendidikan teknologi keantariksaan dengan sejumlah pendidikan tinggi di China seperti

Behing University.

Sebagai penutup, APSCO juga mempunyai rencana program pendidikan master untuk

tahun 2017 dengan nama Master Program on Space Technology Applications (MASTA).



MASTA adalah program Master yang dirancang dengan intensif bagi siswa yang
memiliki ketertarikan untuk menjelajahi kebanyak-tidaktahuan kita akan alam semesta
yang misterius. Program berorientasi aplikasi ini berfokus pada perolehan pengetahuan
dan pelatihan operasional. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan
Internasional, Interdisipliner, Antarbudaya, Inovatif, ldentik (5-1) dan memberikan
platform yang kuat bagi para ilmuwan dan profesional untuk mendapatkan lebih banyak
kesempatan untuk berkomunikasi dan mendapatkan pengalaman dalam teknologi

keantariksaan di China. .}

14 8th Meeting of APSCO Council http://www.apsco.int/NewsOne.asp?ID=353. Diakses 10 September 2017.
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